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Pcrjanjian kerja mengakibatkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha/pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan 
majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan 
dengan menerima upah dan majikan menyatakan ke sanggupannya untuk 
memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Dalam hal ini penulis mengkaji 
perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sadhana Arif Nusa. Dapat diketahui bahwa 
jumlah pekerja di PT tersebut berjumlah 62 orang dengan pekerja tetap di PT 
tersebut sebanyak 40 buruh sedangkan pekerja waktu tertentu sebanyak 22 orang. 
Waktu kerja untuk pekerja waktu tertentu (buruh) tiap musim panen tembakau 
saja, untuk buruh tidak ada jaminan perlindungan tersebut. Tujuan penulisan 
pelaksanaan ini adalah untuk mendeksipsikan perjanjian kerja waktu tertentu pada 
PT. Sadhana Arif Nusa dan untuk menjelaskan permasalahan yang ditemui dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Sadhana Arif Nusa. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian hukum 
sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan 
mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis 
mengambil lokasi di PT Sadhana Arif Nusa. Data yang disajikan dari sumber-
sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data 
yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di 
lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan manajer di PT. Sadhana Arif Nusa. 
Sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
 




The employment agreement resulted in a working relationship between the worker 
/ laborer and the employer / employer, occurring after an agreement was signed by 
the worker with the employer, in which the worker stated his ability to work for 
the employer by receiving wages and the employer stated to his ability to hire 
workers to pay wages. In this case the author examines a certain time work 
agreement at PT. Arif Nusa Sadhana. It can be seen that the number of workers in 
the PT numbered 62 people with permanent workers in the PT as many as 40 
workers while workers at a certain time were 22 people. Working time for certain 
time workers (laborers) every tobacco harvest season, for workers there is no 
guarantee of such protection. The purpose of writing this implementation is to 
describe a certain time work agreement at PT. Sadhana Arif Nusa and to explain 
the problems encountered in the implementation of certain time work agreements 
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at PT. Arif Nusa Sadhana. In this study the author uses a sociological approach. 
Sociological legal research is one type of legal research that analyzes and assesses 
its work in society. In this study the author took the location at PT Sadhana Arif 
Nusa. Data presented from data sources which include primary data and 
secondary data. Primary data is data obtained in the form of facts or information 
on the results of research directly at the location of the study and the results of 
interviews with managers at PT. Arif Nusa Sadhana. While the library data is the 
data needed in this study are secondary data in the form of legal materials 
consisting of primary legal material and secondary legal material. 
 




Telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan juga 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tenaga kerja semakin dibutuhkan 
dalam perkembangan zaman dalam mempengaruhi maju mundurnya sebuah 
perusahaan.  
Kedudukan tentang tenaga kerja yang berfungsi sebagai penggerak dan faktor 
yang mendorong pertumbuhan pembangunan mempunyai fungsi dan peran di 
dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahtraan para pekerjanya 
seharusnya digunakan dan diberdayakan sehingga meghasilan perusahaan yang di 
kemudian hari dapat bersaing dan menyimpang di era global, dalam pembagunan 
nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting 
sebagai pelaku dalam tujuan pembagunan. 
Perjanjian kerja menyebabkan timbulnya hubungan kerja yang 
mengakibatkan hak dan kewajiban ada antara pekerja dengan pengusaha atau 
pihak yang memberi kerja, hal tersebut diadakan setelah dibuatnya perjanjian 
kerja itu sendiri berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha atau pihak 
pemberi kerja dengan buruh atau pekerja, setelah buruh atau pekerja yang akan 
diupah bersedia menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh pengusaha dari 
perusahaan dimana tempat ia akan bekerja kemudian setelah itu, majikan 
menyatakan hal yang sama dengan mengucapkan persetujuan dan mengiyakan 
dalam hal mempekerjakan buruh dengan ketentuan-ketentuan kerja yang telah 
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disepakati dengan memberi upah sesuai ketentuan baik kontrak maupun secara 
periodik. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan meyatakan bahwa hubungan kerja yang timbul kemudian dengan 
hadirnya kesepakatan bersama antara pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa segala hal yang dibuat dan diadakan sebelumnya tidak 
ada kesepakatan yang mengikat pihak keduanya.  
Dengan dibuatnya perjanjian kerja yang kemudian menimbulkan kaitan atau 
hubungan kerja diantara pekerja atau buruh dan pengusaha, hanyalah timbul dan 
terjadi setelah terjadi saling sepakat dalam pembuatan bersama perjanjian kerja 
tersebut, dimana dalam pernyatannya buruh atau pekerja menyatakan 
kesediaannya untuk kemudian bekerja sesuai syarat dan ketentuan yang dijanjikan 
dalam perjanjian, kemudian pengusaha atau pihak pemberi kerja melunasi 
kewajibannya dengan memberikan upah atau bayaran kepada buruh atau pekerja 
setelah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya dalam mempekerjakan buruh 
di perusahaannya. Diatur secara yuridis di dalam UU Ketenagakerjaan, tepatnya 
di Pasal 50 yang menyatakan bahwa hubungan kerja timbul disebabkan adanya 
perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja. 
Sehingga segala yang telah terbentuk pasca perjanjian kerja adalah merupakan 
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi bersama baik oleh pekerja 
maupun dengan pengusaha atau pihak pemberi kerja. Pemerintah menerbitkan UU 
Ketenagakerjaan tersebut dengan Keputusan Menteri Nomor 100/MEN/VI/2004 
dalam hal ini tentang ketentuan Pelaksanaan PKWT yang ditandatangani 
pemerintah pada 21 Juni 2004. Diatur kemudian di dalam Pasal 3 Kepmen 
tersebut mengenai pengaturan PKWT yakni perjanjian kerja waktu tertentu bahwa 
untuk jangka lama pekerja sekali selesai atau sementara penyelesaiannya adalah 
paling lama selama periode tiga tahun. Hal ini juga berlaku sama untuk sistem 
yang mengatur pekerja musiman.  
Dalam hal ini penulis mengkaji perjanjian kerja waktu tertentu di PT. 
Sadhana Arif Nusa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis 
dengan Bapak Amik,  Satpam di PT. Sadhana Arif Nusa. Dapat diketahui bahwa 
jumlah pekerja di PT tersebut berjumlah 62 orang dengan 18 orang bagian 
4 
pemeliharaan, 22 bagian managemen, sementara sisanya sebagai buruh pabrik. 
Pekerja tetap di PT tersebut sebanyak 40 buruh sedangkan pekerja waktu tertentu 
sebanyak 22 orang.Waktu kerja untuk pekerja waktu tertentu (buruh) tiap musim 
panen tembakau saja, setahun bisa hanya 2 bulan. Bagian pemeliharaan dan 
bagian manajemen mendapat jaminan kesehatan dan uang pesangon bila sewaktu-
waktu terjadi PHK. Namun untuk buruh tidak ada jaminan perlindungan tersebut.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 
penelitian dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu terntentu studi 
perbandingan dengan pegawai tetap pada perusahaan PT Sadhana Arif 
Nusa (Studi Kasus PT Sadhana Arif Nusa di Rembang). 
 
2. METODE 
Penelitian atau penulisan skripsi ini menggunakan sociological approach atau 
pendekatan dari sisi sosiologis. Penelitian hukum dari sudut pandang sosiologis 
merupakan salah satu jenis riset hukum dengan mengkaji dan juga menganalisa 
cara bekerja hukum di dalam masyarakat.
1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 
menjelaskan mengenai penelitian hukum sosiologis atau yang disebut oleh para 
ahli hukum dengan riset empiris adalah sebagai riset di bidang hukum yang dikaji 
melalui penelitian dari aspek lapangan dengan memanfaatkan data primer.
2
 Data 
primer sebagai data yang didapatkan langsung dari masyarakat maupun pihak-
pihak yang terlibat langsung terkait dengan pengkajian permasalahan yang sedang 
diteliti.
3
 Berdasarkan hal tersebut, maka riset ini kemudian dilaksanakan dengan 
mengambil data primer yang ditemukan secara langsung di lapangan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan PT 
Sadhana Arif Nusa di Rembang. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sadhana Arif 
Nusa 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perbandingan perjanjian 
kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu di PT. 
Sadhana Arif Nusa antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak 
tertentu di PT. Sadhana Arif Nusa.  Berikut ini adalah contoh perjanjian kerja 
waktu tertentu yang dibuat di PT. Sadhana Arif Nusa antara perusahaan dengan 
pekerja. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perbandingan 
perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu 
di PT. Sadhana Arif Nusa. Sebelum menjawab permasalahan mengenai 
perbandingan perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu 
tidak tertentu di PT. Sadhana Arif Nusa.   
Dalam hal ini penulis mengkaji perjanjian kerja waktu tertentu di PT. 
Sadhana Arif Nusa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis 
dengan Bapak Amik,  Satpam di PT. Sadhana Arif Nusa. Dapat diketahui bahwa 
jumlah pekerja di PT tersebut berjumlah 62 orang dengan 18 orang bagian 
pemeliharaan, 22 bagian managemen, sementara sisanya sebagai buruh pabrik. 
Pekerja tetap di PT tersebut sebanyak 40 buruh sedangkan pekerja waktu tertentu 
sebanyak 22 orang.Waktu kerja untuk pekerja waktu tertentu (buruh) tiap musim 
panen tembakau saja, setahun bisa hanya 2 bulan. Bagian pemeliharaan dan 
bagian manajemen mendapat jaminan kesehatan dan uang pesangon bila sewaktu-
waktu terjadi PHK. Namun untuk buruh tidak ada jaminan perlindungan tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perjanjian kerja akan dianalisis 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian Tenaga Kerja adalah:  
“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat.”. 
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Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
pengertian perusahaan yaitu : 
“Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta 
maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain”. 
 
Perjanjian kerja mengakibatkan hubungan kerja antara pekerja/buruh  dengan 
pengusaha/pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan 
majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan 
dengan menerima upah dan majikan menyatakan ke sanggupannya untuk 
memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Diatur dalam Undang-Undang 
No 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 50  menyatakan bahwa.  
”hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja/buruh”. Dengan demikian tidak ada keterkaitan apapun yang menyangkut 
pekerjaan  antara pekerja/atau buruh dan pengusaha tertentu apabila sebelumnya 
tidak ada perjanjian yang mengikat keduanya. Oleh karena itu pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
dengan Kepmen No. 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan PKWT  
yang di tandatangani pada tanggal 21 juni 2004. Dalam pasal 3 Kepmen itu 
dijelaskan PKWT untuk pekerja sekali selesai atau sementara sifatnya yang  
penyelesaianya paling lama tiga tahun. Peraturan itu juga mengatur system PKWT 
untuk pekerja musiman. 
Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus, perjanjian kerja pada 
hakikatnya adalah merupakan perjanjian. Oleh sebab itu, sepanjang berkenaan 
dengan ketentuan yang bersifat umum, maka terhadap perjanjian kerja juga 
diberlakukan ketentuan yang umum seperti ketentuan mengenai syarat sah 
perjanjian, subjek dan objek perjanjian. Keterkaitan antara perjanjian kerja dengan 
perjanjian pada umumya, dapat dilihat dari pengaturan atau ketentuan yang 
mengatur mengenai perjanjian kerja sebagaihalnya yang tertuang dalam Bab 7 a 
dari buku ketiga KUHPerdata, yang merupakan bagian buku ketiga mengenai 
perjanjian. Sebagaimana perjanjian yang dibuat secara sah oleh pihak-pihak yang 
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mengadakan perjanjian, maka perjanjian kerja dalam hal ini tidak bisa ditarik 
kembali maupun diubah tanpa adanya persetujuan dari pihak pekerja maupun 
pihak pengusaha dan pihak-pihak terkait yang mengadakan perjanjian kerja.
4
  
Para pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian kerja mempunyai 
hubungan hukum yang disebut sebagai hubungan kerja, dan sejak saat itulah para 
pihak yang mengadakan perjanjian kerja diberlakukan dan tunduk pada ketentuan 
atau peraturan hukum perburuhan.
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Imam Soepomo menyatakan bahwa perumusan persetujuan perburuhan 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1601 a KUHPerdata di atas kurang 
lengkap sebab menurut perumusan itu yang mengikatkan dirinya hanya pekerja 
atau buruh, tidak juga pengusaha, padahal dalam suatu perjanjian atau persetujuan 
kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya adalah kedua belah pihak yang 
bersangkutan. Jadi untuk melengkapi perumusan tersebut, Iman Soepomo menulis 
bahwa perjanjian kerja adalah “Suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan 
majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan 
dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk 
mempekerjakan buruh dengan membayar upah.”6 
Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semuanya 
baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemampuan 
kecakapan dan kemauan bebas kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian 
pada hukum perdata disebut syarat subjektif, sebab menyangkut dengan orang 
yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat adanya pekerjaan yang 
diperjanjikan dan hal itu harus halal disebut juga sebagai syarat objektif, sebab 
menyangkut dengan objek perjanjian. Jika syarat objektif  tidak dipenuhi dengan 
syarat subjektif, maka akibat hukum dari perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan 
artinya pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, 
demikian juga orang tua atau wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap 
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membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut kepada hakim. 




UU No. 13 tahun 2003 tidak menegaskan definisi perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu. Definisi perjanjian kerja untuk waktu tertentu ditegaskan dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu. Pasal 1 angka 1 keputusan menteri ini menyebutkan bahwa perjanjian 
kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan 
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk 
pekerjaan tertentu.  
Perjanjian untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktu 
berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan perjanjian kerja 
untuk waktu tidak tertentu jangka waktunya tidak disebutkan dalam perjanjian 




Perjanjian untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktu 
berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan perjanjian kerja 
untuk waktu tidak tertentu jangka waktunya tidak disebutkan dalam perjanjian 




Pembaharuan PKWT adalah hanya dapat diadakan setelah melebihi masa 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu 
yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu boleh dilakukan 1 (satu) 
kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Jika dilihat dari KUHPerdata perjanjian kerja 
yang dibuat untuk waktu tertentu atas dasar jangka waktu, apabila telah habis 
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waktunya dapat diperpanjang apabila tidak ada bantahan. Hal ini diatur dalam 
pasal 1603 f ayat (1).
10
 
Berdasarkan PKWT yang dibuat di PT. Sadhana Arif Nusa, dari contoh 
perjanjian kerja di atas, bahwa perjanjian kerja waktu tertentu telah sesuai dengan  
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya  memuat : Nama, 
alamat perusahaan, dan jenis usaha; Nama, janis kelamin, umur, dan alamat 
pekerja; Jabatan atau jenis pekerjaan; Tempat pekerjaan; Besarnya upah dan cara 
pembayarannya; Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
dan pekerja; Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; Tempat dan 
tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani para pihak dalam perjanjian 
kerja. 
3.2 Permasalahan yang Ditemui dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu pada PT. Sadhana Arif Nusa 
Untuk melakukan sebuah pekerjaan, seseorang dihadapkan dengan perjanjian 
kerja, karena adanya perjanjian kerja tentu para pihak memiliki hak dan 
kewajiban. Hak dan kewajiban itu muncul karena adanya kesepakatan antara 
kedua belah pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian kerja yang 
kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pekerja dengan 
pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya. 
PT Sadhana Arif Nusa bergerak di usaha tembakau rokok sampurna dengan 
pelaksanaan perjanjian kerja yang dibagi menjadi dua ketentuan yaitu untuk 
pegawai tetap dan pekerja musiman. Hal ini sebagaimana kutipan wawancara 
berikut: 
“PT Sadhana Arif Nusa bergerak di usaha tembakau rokok sampoerna dengan 
pelaksanaan bentuk perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja di PT 
Sadhana Arif Nusa yang dibagi menjadi dua yaitu pekerja tetap dan pekerja 
musiman.”11 
 




 Pihak PT. Sadhana Arif Nusa 
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PT Sadhana Arif Nusa dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu untuk pekerja musiman hanya diwajibkan melakukan penyetoran 
tembakau pada periode waktu tertentu saja, kemudian dari segi perlindungan dan 
jaminan kesehatan tidak ada untuk pekerja musiman, sehingga hak-hak pekerja 
musiman kurang mendapat perlindungan dari segi jaminan kesehatan dan 
tunjangan, tidak seperti pekerja tetap di PT Sadhana Arif Nusa. Sebagaimana yang 
disampaikan berikut: 
“Perjanjian kerja musiman menyetor tembakau pada waktu tertentu saja 
yaitu pada bulan agustus September, tidak ada jaminan kesehatan jaminan 
pension dan tunjangan, tidak ada jam setor,tidak dibatasi jam setor 
tembakaunya,untung di terima sendiri tanpa harus ada bagi hasil jumlah 
lebih dari 50 pekerja, karena mereka warga petani tembakau yang umumnya 
di pedesaan.”12 
 
Lain halnya dengan perjanjian kerja untuk pekerja musiman, untuk perjanjian 
kerja waktu  tertentu di PT Sadhana Arif Nusa terdapat aturan jam kerja bagi 
karyawan yakni pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Kemudian disedikan jaminan 
kesehatan untuk karyawan tetap berupa jaminan kesehatan BPJS, tunjangan, dan 
lain-lain serta ada sanksi tertentu yang diberikan untuk karyawan jika terlambat. 
“Ada jam kerjanya untuk karyawan,jam 8 pagi harus sudah dikantor sampai 
jam 4 sore. Untuk satpamnya ada siftnya,sift pagi jam 7 sampai jam 5 sore, 
untuk sift malam jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Ada jaminan kesehatan 
seperti BPJS, ada tunjangan, ada SP apabila karyawan  keseringan melakukan  
keterlambatan kerja,ada waktu libur yaitu hari minggu,waktu kerja hanya 
senin sampai sabtu.”13 
 
Mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh dari perjanjian kerja waktu 
tertentu di PT Sadhana Arif Nusa adalah berupa hak mendapatkan jaminan 
kesehatan, BPJS, tunjangan seragam kerja, hak untuk mengambil cuti hingga dua 
kali dalam satu bulan, atau cuti hari raya, mendapat pesangon bila di-PHK, dan 
jaminan hukum lain. 
 
  








a. Berdasarkan PKWT yang dibuat di PT. Sadhana Arif Nusa, dari contoh 
perjanjian kerja di atas, bahwa perjanjian kerja waktu tertentu telah sesuai 
dengan  Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-
kurangnya  memuat : Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; Nama, 
janis kelamin, umur, dan alamat pekerja; Jabatan atau jenis pekerjaan; 
Tempat pekerjaan; Besarnya upah dan cara pembayarannya; Syarat-syarat 
kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja; Mulai dan 
jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; Tempat dan tanggal perjanjian 
kerja dibuat dan ditandatangani para pihak dalam perjanjian kerja. 
b. PT Sadhana Arif Nusa bergerak di usaha tembakau rokok sampurna 
dengan pelaksanaan perjanjian kerja yang dibagi menjadi dua ketentuan 
yaitu untuk pegawai tetap dan pekerja musiman. PT Sadhana Arif Nusa 
dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk pekerja 
musiman hanya diwajibkan melakukan penyetoran tembakau pada periode 
waktu tertentu saja, kemudian dari segi perlindungan dan jaminan 
kesehatan tidak ada untuk pekerja musiman, sehingga hak-hak pekerja 
musiman kurang mendapat perlindungan dari segi jaminan kesehatan dan 
tunjangan, tidak seperti pekerja tetap di PT Sadhana Arif Nusa. 
4.2 Saran 
a. Kepada pihak perusahaan yakni PT. Sadhana  Arif Nusa untuk ke 
depannya lebih menjamin terhadap pekerja musiman, sehingga tetap ada 
perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dengan pihak perusahaan, 
sehingga hak-hak pekerja waktu tidak tertentu dapat dijamin dan 
dilindungi oleh pihak perusahaan.   
b. Kepada pihak pekerja baik pekerja waktu tertentu maupun pekerja waktu 
tidak tertentu dalam menjamin hak-hak mereka, seharusnya lebih 
mengoptimalkan pekerjaan sehingga dapat menuntut hak-hak mereka 
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kepada perusahaan termasuk hak jaminan kesehatan, gaji, bonus, 
tunjangan hari raya, tunjangan kerja, dan lain sebagainya.   
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